BAB IV

ANALISISPENGGANTIAN NADZIR YANG MENINGGAL DUNIA
DALAM PENGELOLAAN HARTA WAKAF

(Studi Kasusdi KUA Kecamatan Tugu Kota Semarang)

Analisis Praktik Penggantian Nadzir yang Meninggal Dunia

Wakaf pada awalnya merupakan ibadetbarru‘ (lillahi ta‘ala),
diusahakan sebisa mungkin si wagqif ikhlas, akanapiet pada
perkembangannya sebagai dampak modernisasi daralighdd antara
kebutuhan semakin banyak dan mendesak (cepat), kismniuhan mereka
rela mengambil jalan apapun. Oleh karena itu ntesgli karakter serta
ideologi keagamaanpun menurun. Ketika moralitas yarakat menurun
kepercayaan antara satu orang dengan orang lainaatar kelompok pun
ikut pudar. Fenomena tersebut menumbuhkan atutaaratintuk mengikat,
agar terwujud ketertiban.

Wakaf sebagai bentuk amal yang bernilai sosiabiirgari dulu hingga
sekarang selalu menimbulkan polemik dan menyithgien banyak pihak,
baik itu pemerintah, para ‘ulama, ahli figh, cendelan, dan umat Islam
pada umumnya. Karena betapa pentingnya fungsilseakaf ini, terutama
bagi umat Islam, maka perwakafan sering menimbulkao-kontra di
berbagai kalangan. Mengingat begitu pentingnya rpewaakaf dalam
kehidupan sosial umat Islam ini, maka pemerintallalmeberbagai upaya
berusaha untuk mengatur sedemikian rupa, baik melaiddang-undang

maupun peraturan pemerintah.
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Seperangkat aturan harus ada yang mengkoordinemddtonsep
negara, yaitu ada sistem pemerintah yang memegekgagaan tertinggi
sebagai tokoh utama yang berperan dan pemegan@lkematg bertugas
menguasaicontroling) tentunya peraturan tersebut selaras dan mencakup
atau paling tidak mewakili mayoritas kepentingarsyaaakat.

Besarnya harapan umat Islam agar pengelolaan tesa&laf dapat
dilakukan sebaik-baiknya dan dikelola semaksimahghkin. Hal ini agar
tanah wakaf yang sudah terkumpul dapat dimanfaademara maksimal
sebagaimana keinginan pewagif, dan ini adalah tamggjawab yang
mengelola baik itu perorangan maupun berbadan hukany biasa di
Indonesia dikenal dengan sebutaradzi’’. Setiap tanah wakaf hendaklah
diusahakan hasil dan pemanfaatannya secara maksemahgga disini
diperlukan adanya pengawasan, pemeliharaan, pamagarta pengelolaan
tanah wakaf yang baik.

Wujud dari perhatian pemerintah terhadap permaaalgderwakafan
ini, yakni dikeluarkan beberapa peraturan yang ragmgentang perwakafan,
diantaranya: Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tenRemgturan Dasar
Pokok-pokok Agraria sebagai Induk Hukum Agraria iNasal. Mengenai
tugas-tugas keagrariaan diatur dalam Pasal 14(hyauruf (b) dan Pasal 49
ayat (3): Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 19@Ag merupakan
bentuk undang-undang tersendiri tentang perwakaf@sional. Peraturan

Pemerintah ini diperkuat lagi oleh Peraturan MenD&lam Negeri No. 6

! Departemen Agama R.l)mu Figh Jilid 3 Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan
Agama Islam, 1986, h. 57.
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Tahun 1977 dan Peraturan Menteri Agama No. 1 TdRn8 serta undang-

undang No. 41 tahun 2004 tentang perwakafan jugaguatkan peraturan

perwakafan sekarang.

nadzi

Sesuai dengan peraturan badan wakaf Indonesiaikp@dmggantian

r yang meninggal dunia harus dilaksanakan sesuajatieperaturan

badan wakaf Indonesia nhomor 3 tahun 2008 tentaag-taa pendaftaran dan

penggantiamadzir harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanatetegtdi

dalam bab IV persyaratan penggantiaadzir harta benda wakaf tidak

bergerak berupa tandtsebagai berikut:

Bab IlI

Penggantiamadzirharta benda wakaf tidak bergerak
Berupa tanah
Pasal 3

1. Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda whleafzir

d

iberhentikan dan diganti dengaddadzir lain apabila Nadzir yang

bersangkutan:

oo oTw

g

2. P

. meninggal dunia;

. berhalangan tetap;

mengundurkan diri;

. tidak melaksanakan tugasnya sebagai Nadzir dan/fai@langgar
ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengerbiagta benda
wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundatagigan;

. dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telampunyai
kekuatan hukum tetap;
bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuarupgrgberundang-
undangan yang berlaku untuk Nadzir organisasi atadzir badan
hukum;

. diberhentikan oleh BWI.

emberhentian dan penggantidadzir sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilaksanakan oleh BWI.
3. Dalam hal terjadi penggantidtadzir, BWI menerbitkan surat keputusan
BWI tentang penggantiadadzir.

2 Peraturan Badan Wakaf Indonesia nomor 3 tahun .20D&tang tata cara

pendaftaran dan penggantian nadzir harta benda Wiitidlak bergerak berupa tanahh. 3.



65

4. Berdasarkan surat keputusan BWI tentang penggaidzir, nadzir
wajib mengurus surat pengesafNamzir baru di KUA setempat.

Bab IV
Persyaratan Penggantibiadzir Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak Berupa
Tanah

Pasal 4
1. Persyaratan umum penggantiadzir.

a. surat pengantar permohonan pengganfadzir dari KUA setempat
yang ditujukan kepada BWI,

b. surat permohonan kepada KUA setempat untuk meremusk
penggantian Nadzir kepada BWI dengan menyebutkan alasan
penggantiamNadzirsesuai dengan Peraturan Perundang-undangan:
1) meninggal dunia dengan melampirkan surat keterandgm

instansi yang berwenang;

2) berhalangan tetap dengan melampirkan surat ket@narigri
pihak yang bersangkutan bermaterai cukup;

3) mengundurkan diri dengan melampirkan surat penganddiri
dari pihak yang bersangkutan bermaterai cukup;

4) tidak melaksanakan tugasnya sebagai Nadzir danda¢danggar
ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengewubdragta
benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan daergn
undangan dengan melampirkan surat pernyataan kabedari
wagif/ahli warisnya bermaterai cukup;

5) dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang tet@mpunyai
kekuatan hukum tetap dengan melampirkan salinamspat
pengadilan.

6) bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan upsrat
perundang-undangan untuk Nadzir organisasi ataziNaddan
hukum dengan melampirkan surat keterangan damnestyang
berwenang;

7) hasil keputusan rapat penggantian Nadzir dengaryebetkan
struktur Nadzir paling kurang 3 (tiga) orang terdlari ketua,
sekretaris dan bendahara serta melampirkan daftaria rapat;

c. daftar riwayat hidup calon Nadzir;

d. foto kopi Kartu Tanda penduduk (KTP) calon Nadzir;

e. foto kopi AIW dan Surat Pengesahan Nadzir yanggdiisir KUA
setempat;

f. foto kopi sertifikat tanah wakaf (jika sudah bet$dat).4

® Kementrian Agama R.I‘Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang
Wakaf”, Jakarta: Dirjen Bimas dan Pemberdayaan Wakaf, 20133.
*Ibid, h. 54
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Didalam undang-undang perwakafan no. 41 tahun 28@4 mengatur
kinerja aparat yang menjalankan yaitu:
- BWI (badan wakaf Indonesia)
- KUA (kantor urusan Agama)
- PPAIW (Pejabat Pembuat Akta lkrar Wakaf)
- Nadzir
Kontrol utama di pegang oleh BWI (badan wakaf Ireta) kemudian KUA
(kantor urusan Agama) dilanjutkan oleh PPAIW bes@ama dengamadzir
dalam regulasipelaporan terkaitmauquf ‘alaih. Ketika pejabat-pejabat
tersebut ada yang meninggal dunia maka harus #i#ekpenggantian untuk
menjaga eksistensi dalam pengelolaan dan pemeaimafarta wakaf.
Pentingnya penggantian tersebut karena:
- Minimnya kepercayaan
- Moral keagamaan
- Penyelewengan/ penyalahgunaan jabatan

Berdasarkan survei yang peneliti lakukan di KUA &®atan Tugu
penggantiamadzir yang meninggal dunia tidak dilaksanakan kareneasjif
beranggapan bahwaadzir itu dibutuhkan hanya untuk mendapatkan
sertifikat wakaf saja.Selain itu peran KUA sebagai lembaga penyulutesert
yang mengarahkan masyarakat pun juga membiarkamihtdrjadi begitu
saja. Kurangnya perhatian pejabat KUA akan penjiagrenggantiamadzir

dan kurangnya komunikasi dengan masyarakat akiagbeyan dan fungsi

® Wawancara dengan Bp. Arif Hartantdh{i Nadzir) Kelurahan Randugarut, Tgl 20
Juni 2013, 16.00 wib.
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nadzir dipandang sebelah mata. Kebanyakan dari wagqif indek
menyerahkan harta wakaf kepada ta‘mir masjid ataupwshala, karena
adanya intimidasi dan profokasi dari pemuka agamregyada di masing-
masing kelurahan menjadikan wagqif takut untuk marennadzir akhirnya
ta'mirlah yang menguasai akan harta wakaf damasizir®

Ketika peneliti langsung tanya kepada pejabat PPAIWKUA
Kecamatan Tugu Kota semarang, beliau menuturkawdaebagian besar
wagqif yang ada di KUA Kecamatan Tugu Kota Semategtika tahunadzir
itu meninggal dunia mereka tidak langsung melaporkepada PPAIW.
Namun PPAIW tahu akan meninggalnyeadzir tersebut secara tidak
langsung, itupun atas kabar dari masyarakat. Kalaagla laporan langsung
dari waqif kebayakan mereka hanya sebatas konsiugtga, sedangkan
setelah itu mereka juga membiarkan harta wakafragatyang mengelola,
disisi lain ahli darinadzir juga tidak pernah ada usaha untuk datang ke KUA
Kecamatan Tugu untuk melaporkan meninggalmgazir®

Perannadzir dalam pengelolaan tanah wakaf di KUA KecamatanuTug
Kota Semarang adalah tidak sebagai pemelihara tewsddaf, akan tetapi
nadzir berperan sebagai pelengkap atas syarat formal npiékatan tanah
wakaf. Sehingga dengan ada atau tidakmg@zir tidak akan mempengaruhi

tanah wakaf, hal inilah yang menjadikan tanah walsafit untuk

® Wawancara dengan Bp. H. Anshdyiadzir) Kel. Randugarut, Tgl 20 Juni 2013, jam
16.00 wib.

" Wawancara dengan Bp. SugiffRAIW), Op.Cit

8 Wawancara dengan Bp. M. Habibil Huda penyuluh KKkt. Tugu Kota Semarang,
tgl 4 juni 2013, jam 11.00 wib.
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berkemband. Menurut penuturan para pihak yang mengelola tamakaf

(bukan nadzi), ia menerima amanah untuk menjadi pengelola asatan

masyarakat, hal ini disebabkan karemedzir tidak diikut sertakan dalam
memelihara tanah wakaf sejak dikeluarkannya AlWgakrar wakaf) oleh
PPAIW."

Maka peramadzir yang ada di KUA Kecamatan Tugu hanyalah pasif
belaka dan diabaikan oleh masyarakat itu semuan&aminimnya
pengetahuan tentantpdzir, padahal ketika harta wakaf itu di serahkan ke
ta'mir untuk dikelola juga bersifat pasif karenaridaegi administratif
pelaporan ta‘'mir tidak menjalankan kegiatan peniaka hanya dalam
kegiatan untuk meramaikan masjid ta‘mir melaksandeagiatan.

Dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Pasal 11 db&ewajiban
pokok nadzir, yaitu; melakukan pengadministrasian harta bendékaty
mengelola dan mengembangkan harta benda wakafi sg#soigan tujuan,
fungsi, dan peruntukannya, mengawasi dan melindbaga benda wakaf,
melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Walafdsid:*

Disebutkan dalam undang-undang No. 41 tahun 2084l payaitu:
1. Nadzirberhenti dari kedudukannya apabila:

a. Meninggal dunia

b. Berhalangan tetap

c. Mengundurkan diri

d. Diberhentikan oleh BWI

2. Berhentinya seorang salah seorangadzir tidak mengakibatkan
berhentinyanadzir perseorangan lainnya.

® Wawancara dengan Bp. Arif Hartan@gp. Cit.

9 Wawancara dengan Bp. Abdullah Nasokha ta'mir ia&glurahan Jerakah, tgl 25
juni 2013, jam 14.00 wib.

! Departemen Agama R.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
Jakarta: Dirjen Bimas dan Penyelenggaraan Haji52009.
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Dari penjelasan batang tubuh undang-undang peramakdifitas dapat
di pahami bahwa ketikaadzir itu meninggal maka harus segera dilakukan
penggantian agar pengelolaan serta pemeliharadam Wwakaf tetap berjalan
sesuai dengan apa yang telah di ikrarkan oleh wHeiika semua itu tidak
dilaksanakan maka amg@riyah dari waqif dengan mewakafkan hartanya
tersebut tidak akan mengalir karena yang bertangggjawab atas
pemelihara harta wakaf telah tiaféSebagaimana firman Allah:

MORx HIOBOé “a - o €CHORHRASD $OQrw@

O &@ P EISIEE N N0 &I O0$ OO
¢ xEHERNICY HAORAR e XIHASROL L JJOTY T A D[OR J6)
BNXURCOE O ¢xCQLALa I e RO N

CHEREH ORI RECOD e de BH-UDHN XSO
&2 " QAR g HXK S €O I70XN K0 § 5O
Artinya: “Sesungguhnya Kami telah menciptakan manwalam bentuk

yang sebaik-baiknya kemudian Kami kembalikan Diatémpat
yang serendah-rendahnya (neraka), kecuali orasmggoryang
beriman dan mengerjakan amal saleh; Maka bagi ragpekala
yang tiada putus-putusnya.” (Q.S. Al-Tin, ayat 4-6)

Dari uraian ayat diatas dapat difahami bahwa ashabaqah jariyah
itu tidak akan terputus sampai meninggal dunia, urareemua itu dapat
mengalir terus menerus ketika yang mengelola dametieara masih ada
dan mampu menjalankan tugas mulia tersebut agéa hakaf masih dapat
di manfaatkan guna untuk kemaslahatan umat.

Keberadaannadzir di KUA Kecamatan Tugu yang hanya sebatas

formalitas, sehingga fungsi dan perannya dalam eletegdan memelihara

wakaf benar-benar tidak terlaksana. Dalam hal ipertikan pemberdayaan

12 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesjalakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
1995, h. 492.

13 Departemen Agama R.Al-Quran dan Terjemahnyajakarta:CV. Indah Press,
1996, h. 1076.
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lembaga perwakafan, sehingga lembaga perwakafak thdinya sebatas
formalitas di dalam akta ikrar wakaf tetapi sekadig berupaya
mengembangkan dan meningkatkan produktifitas hagkaf. Kurangnya
penyuluhan kepada masyarakat terhadap peran dagsifoedzir di dalam
pengelolaan dan pemeliharaan harta wakaf oleh Knjadikan beralihnya
perannadzir ke ta’mir sehingga pengelolaan dan pemeliharaata lveakaf

tidak maksimal bahkan tidak berjalan.

Implikasi Tidak Digantinya Nadzir yang Meninggal Dunia dalam
Pengelolaan Harta Benda Wakaf
Dalam sistem perwakafan menurut figh, memang tideebutkan
bahwanadzir sebagai salah satu rukun wakaf, yang ada dalamaifitplah
mauquf ‘alaih (tujuan wakaf, penerima wakaf), sebagaimana dikabu
dalam kitab Fathul Wahab sebagai berikut:
" ablgy By ads Biigey Biss dnyl ST
Artinya: "Adapun yang menjadi rukun wakaf adalahuepaf (harta yang
diwakafkan), mauquf ‘alaih (tujuan wakaf), sighaternyataan
kehendak) dan wagqif (orang yang mewakafkaf)”.
Dalam kitab-kitab figh secara umum tidak mencantamkadzir
(pemelihara wakaf) sebagai salah satu rukun wdlethpi jika ditinjau dari
segi jaminan kelestarian dan kekekalan benda wadgdy tujuan wakaf

sebagai shadagah jariyahdapat tercapai, maka adanyedzir mutlak

diperlukan.

4 Abi Yahya Zakaria al-Ansharkath al-Wahab, Juz, ISemarang: Toha Putra, t.th.,
h. 256.
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Ketentuan diperlukannyaadzir sebagaimana yang diatur dalam PP.
No. 28 tahun 1977, terutama Pasal 7 dan 8 tentakglbin Kewajibamadzir
juga merujuk pada sejarah Islam. Dalam sebuahshawnerangkan sebagai

berikut;

o o @ bl 10 ol Bas Lai¥l B de oy A2 Ui dae o 28 Wi
ooy ade ) Lo (I G6 iz o)l Glol Gl oy e OF Lagie B Loy jus
ao e Sedil B3 Y ol § pstlo)l el ) ) Jpel U L epaliny
Vo ele ¥ &l e s Buan JUB s cdialy kol o c2a 0] J6 & 300l
Jeedl 2 ly 1 Joe 35 QBN G5 AN 3y LA B s Gasy Sy Vs Ca
& Sdd JB Jsene b aalag Gyl Lo ST OF Ly oo e 2l Y (il

(Sbd gy Yl Pl 28 JUB e ol

Artinya: "Telah mengkabarkan kepada kami Quthailah Said, telah
mengabarkan kepada kita Muhammad bin Abdullah ahan,
telah mengabarkan kepada kita Ibnu ‘Auni, beliatkd@: telah
bercerita kepadaku Nafi’ dari Ibnu Umar r.a. bahavasya Umar
Ibnu Khattab mendapat bagian sebidang kebun dikd@halalu ia
datang kepda Nabi SAW untuk meminta nasihat tenkemta itu,
ia berkata : “Ya Rasulullah, sesungguhnya aku telmdapat
sebidang tanah di Khaibar yang aku belum pernah passteh
tanah seperti itu, apa nasehat Engkau kepadakantgnanah itu
?”. Rasulullah SAW menjawab : “Jika engkau mau, aflé&nlah
tanah itu dan bersedekahlah dengan hasilnya. Betkati Umar
‘Maka Umar mewakafkan harta itu dengan arti bahaveah itu
tidak boleh lagi dijual, dihibahkan dan diwariskara
menyedekekahkan hasil harta itu kepada yang fdi@pada
kerabat, untuk memerdekakan budak, pada jalan Atlietng yang
terlantar dan tamu. Tidak ada dosa bagi orang-orgagg
mengurusnya n@adziy memakan harta itu secara patut atau
memberi asal tidak bermaksud mencari kekayaan”.R.(H.
Bukhori)"*®

Sesuai keterangan dalam hadits di atas, bahwa tamghdiwakafkan

oleh Umar bin Khattab adalah dengan menahan pokalkya, dengan tidak

> Al Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrah bin Mughiroh, Shahih
Bukhori Juz 1) Darul Fikr, 2005, h. 124.
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menjual, mewariskan, dan tindakan-tindakan laingyaersifat pengalihan
hak. Dengan demikian maka wakaf harus berlaku ustliama-lamanya,
tidak memakai batas waktu. Hadits tersebut juga higadikan rujukan
bahwanadzir sebagai pengelola wakaf berhak mendapatkan ataikmmati
hasil tanah wakaf dalam batas-batas tertentu.

Sahabat Umar bin Khattab, dalam praktiknya ketikawakafkan
tanahnya, beliau sendiri yang menjathdzirnya Namun setelah beliau
meninggal dunia, pengelolaan wakaf diserahkan kepadrinya Hafsah.
Setelah itu pengelolaan wakaf ditangani oleh Aladulibn Umar, dan
seterusnya berdasarkan wasiat Umar bin Khattalstier ini membuktikan
bahwanadzir sangat diperlukan demi kelangsungan dan tercapdujyan
wakaf®

Nadzirmerupakan salah satu unsur wakaf dan memegang penéing
dalam mengelola dan mengembangkan harta benda veakafi dengan
peruntukannyaNadzir juga dapat merupakan perorangan, organisasi atau
badan hukum yang wajib didaftarkan pada menteralmeKantor Urusan
Agama atau perwakilan BWI yang ada di provinsi &abupaten/kota, guna
memperoleh tanda bukti pendaftarsadzir. Ketentuan mengenai syarat yang

harus dipenuhi olemadzir dan tata cara pendaftaran, pemberhentian dan

pencabutan statusadzir serta tugas dan masa bakadzir dimaksudkan

6 Ahmad Rofiq,0p.Cit, h. 498.
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untuk memastikan keberadaaradzir serta pengawasan terhadap kinerja

nadzirdalam memelihara dan mengembangkan potensi hemtiatwakat.

Dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 yang teroam@ada pasal
11 yang isinya mewajibkan bagadzir untuk mengelola tanah wakaf. Dalam
pengelolaan tanah wakaf, pihak yang paling berpdrarhasil tidaknya
pemanfaatan tanah wakaf adalsddzir wakaf, yaitu orang atau kelompok
orang atau badan hukum yang diserahi tugas olelif watyk mengelola
wakaf. Walaupun dalam kitab-kitab figih wakaf, pafalama tidak
mencantumkamadzir wakaf sebagai salah satu rukun wakaf, karena wakaf
sebagai ibadatabarru’ (pemberian yang bersifat sunnah).

Setelah peneliti mengamati fakta yang ada dilapardgngan tidak
digantinya nadzir yang meninggal dunia menimbulkan berbagai macam
Implikasi perwakafan, mulai dari sengketa ahli wagmpai dengan sengketa
pemeliharaan harta wakaf tersebut. Dari penemuaeliieyang diperoleh
dari lapangan terdapat implikasi tidak digantinyadzir yang meninggal
dunia yaitu:

1. Terbengkalainya fungsi tanah wakaf, hal ini terjgdrena tanah yang
berada di kelurahan Tugurejo ini di pergunakan kiperuntukan tempat
ibadah namun karena sudah kian lamadzirnyameninggal dunia, tugas
nadzir pun diteruskan oleh ta‘'mir mushala tersebut nandatam
perjalanan ketidak percayaan ahli wagqif terhadg@agua‘'mir mushala,

akibatnya menimbulkan sengketa antara ahli waqif tEmir yaitu

" Kementerian Agama R.Qp.Cit, h. 86.
8 Ahmad Rofig, Figh Kontekstual : dari Normatif ke Pemaknaan Sksiet |,
Diterbitkan atas kerjasama Pustaka Pelajar, h. 325.
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dengan memboikot tugas ta‘'mir tersebut, hal ini jagikan mushala
tersebut ditutup oleh ahli waqif sehingga fungsiata wakaf tersebut
yang untuk kepentingan umum tidak bisa dilakukan.

2. Belum diterimanya uang ganti rugi atas harta was&aéh di kelurahan
Tugurejo ini terjadi karena adanya proyek Rel Gakdeeta Api, hal ini
dipengaruhi karena ketiadaamadzir yang mempunyai kuasa untuk
menandatangani atas persetujuan penggusuran taakaf wersebut,
akibatnya sampai saat ini terbengkalai begitu 8aga yang mengurus
untuk ganti rugi atas tanah wakaf tersebut, salaimmasyarakat juga
hanya pasrah sebab mulai dari sertifikat tanahikian wakaf di bawa
olehnadzir®

3. Tertahannya sertifikat tanah wakaf di BPN karenadzir yang
bertanggung jawab atas sertifikat tanah yang dirkblan Randugarut
tersebut sudah meninggal dunia, padahal ketika fwagwakafkan
tanahnya ia masih tertanggung denda wajib pajak yehum di bayar
selama beberapa tahun, kerjadzir yang pasif hal ini menyebabkan
sampai saat ini pengurusan sertifikat tanah tetseknjadi tertunda’

4. Beralihnya tugasnadzir yaitu karena ketiadaamadzir yang sudah
meninggal dunia namun tidak dilaksanakan penggantiadzir di

kelurahan mangkang kulon, maka wagqif pun meras#a haakafnya

9 Wawancara dengan Bp. Syahith{i Wagif) Kel. Tugurejo, tgl 20 Juni 2013, jam
14. 00 wib.

% Wawancara dengan Bp. Imron Jauhari Warga Kel. fiejgutgl 19 Juni 2013, jam
19.30 wib.

2 Wawancara dengan Bp. Arif Hartarg@hli Nadzir) tgl 19 Juni 2013, jam 20.00
wib.
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hanya percuma tidak dikelola dengan maksimal, akhir waqif
mengambil harta wakaf itu untuk dikelola sendinpga ada persetujuan
dari PPAIW dan ahlnadzir.22

5. Penarikansebagian harta wakaf yang oleh ahli waqgifnya karehia
wagif merasa mempunyai hak atas sisa tanah dabhgqeganan mushala,
selain itu ahli waqif menilai bahwaadzir yang mengelola tanah tersebut
sudah tiada karena sudah meninggal maka ahli wagjiiganggap bahwa
hak untuk pengambilan sebagian tanah tersebuthadalk ahli waqif,
dannadzirtidak punya hak untuk melarang, karevaalzir yang diserahi
kuasa untuk pengawasan harta wakaf tersebut suelainggal duni&>
Disebutkan dalam undang-undang No. 41 tahun 200dtartg

Perwakafan yaitu:

Pasal 5 berbunyi:

1. “Nadzir sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 berdanti
kedudukannya apabila:
a. Meninggal dunia
b. Berhalangan tetap
c. Mengundurkan diri
d. Diberhentikan oleh BW/f

2. Berhentinyasalah seorangadzir perseorangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tidak mengakibatkan berhentimgaizir perseorangan
lainnya”.

Dari Realita yang peneliti temukan dilapangantasperaturan undang-
undang perwakafan tidak digantinyaadzir yang meninggal dunia

berpengaruh pada masalah-masalah dalam kegiatamalkz¢an. Segala

tindakan dan tugas yang dilakukan para pihak yaegdkait dengan

22 \wawancara dengan Bp. Nashokhan penyuluh Kel. MamgK<ulon, tanggal 15
Juni 2013, jam 19.00 wib.

% Wawancara dengan Bp. Zamach SyAadzir) Kel. Mangkang kulon, tgl 18 Juni
2013, jam, jam 16.00 wib.

4 Kementrian Agama R.Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Wakaf
Jakarta: Dirjen Bimas dan Dirjen Pemberdayaan Wal#f1, h. 18.
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perwakafan ~ memiliki  konsekuensi  transendental, uyait harus

dipertanggungjawabkan dihadapan Allah Swt. Al Qur'dengan tegas

mengatakan bahwa setiap orang akan diperiksa damintdi

pertanggungjawaban.

Sebagaimana firman Allah SWT:

ShesCAGD OO ®KR OI>H¢XCO€=+ 0@

&S ¢ ODPHRO D e

Artinya: “Dan Sesungguhnya kamu akan ditanya tenggpa yang telah kamu

kerjakan”. (QS. An-Nahl : 95)

Pertanggungjawaban kepada Allah Swt ini mendasaiurih
pertanggungjawaban berikutnya. Sehingga jika sasgosudah memiliki
tanggung jawab kepada Allah Swt, dalam posisi apamaka dia akan
mendasarkan niatan secara ikhlas. Namun, ketuksseorangadzir tidak
selalu dipahami sebagai amal sosial yang tidakupdibberi imbalan secara
pantas. Karena ketulusan bagi seoraadzirterletak pada aspek niatan baik,
profesionalitas dan timbal balik yang pantas dgtansi yang seimbang.

Dan hadits Nabi Saw sebagai berikut :

458y 8 Jpn oSUS5 ¢y oSUS Usly s aide B o B Jg) nrt sl
aehic My ey e ane) o8 Jgee 529 dal B el o lly L ane) o8 JGeey ¢l LY
o)) 48y F Jieey op b 8 gl ey Ll oo Wiy Lemg) o

26(6)L>'=c5‘

Artinya : “lbnu Umar meriwayatkan, Saya mendengaasiullah Saw
bersabda: Setiap orang diantara kalian adalah peimirdan
setiap orang diantara kalian akan ditanya mengaeatka yang
dibawah kepemimpinannya, raja adalah pemimpin danakian
ditanya tentang rakyatnya, dan seorang laki-lakilad kepala

% Departemen Agama R.Al Qur'an dan Terjemahanny@p.Cit h. 416.
%6 Abi Abdullah Muhammad Ibnu Ismail al-Bukhohilatan Masykul Bukhori Juz |V
Darul Fikr, tt. h. 257.
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rumah tangga dan dia akan ditanya mengenai merakg i
bawah asuhannya, dan seorang wanita adalah pemdnpimah
suaminya dan dia akan ditanya mengenai mereka giabgwah
asuhannya, dan pelayan adalah seorang pemimpiagaehprta
milik majikannya dan dia akan ditanya mengenai apa-yang
diamanatkan kepadanya. (HR. Bukhori)

Kata arabraa’ (dari ra’) menggembalakan ternak berarti seorang
pemelihara, penjaga, penguasa, imam berarti seopamgimpin. Disini
seorang penguasa ditempatkan yang sama sebagangeabdi, seperti
halnya seorang abdi yang diberi amanat menjaga kakayaan yang harus
dipertanggung jawabkan kepada majikanfiyBan ini juga dapat diterapkan
pada seorangadzir yang telah diberi amanat oleh wagqif untuk menjdga
mengelola tanah wakaf.

Oleh karena itu, ketika seseorang menduduki jabagalzir maka dia
berkewajiban mengurus, mengelola harta wakaf. Hal sesuai dengan
undang-undang perwakafamddzir wajib mengelola dan mengembangkan
harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsunpéannya. (Pasal 42
Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang PerwakafatRalanadzir itu
meninggal dunia secara otomatis pengelolaan darlgeraan harta wakaf
tidak terwujud. Maka harus ada penggantiaadzir, oleh karenanya

pemerintah mengeluarkan peraturan penggantiadzir yang meninggal

dunia tidak lain hanya untuk kemaslahatan, sesragah qaidah figh:

Pl ally Ly sse )l e o LY G5’

2" Maulana Muhammad AlKitab Hadits Peganganlakarta: CV. Kuning Mas, 1992,
h. 402-403.

%8 Jalal al-Din al- Sayuthial- Asybah wa al- Nadhair Maktabah al-Nur Asiya, t.th,
h. 83.
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Artinya: ‘Tindakan (peraturan) pimpinan pemerinttdrhadap rakyat itu
berintikan pada terjaminnya kepentingan dan kerhata
rakyatnya.”

Qaidah figh di atas menunjukkan bahwa peraturarg ydikeluarkan
pemerintah dalam hal ini adalah penggantiadzir yang meninggal dunia,
sebab pemerintah memerintahkan aturan ini tidak ladalah untuk
kemaslahatan rakyatnya.

Dengan adanya persyaratan bagdzir ini sangat penting sehingga
diharapkannadzir memang benar-benar orang yang sanggup dan mampu
untuk mengelola harta wakaf sehingga tujuan dakaivhisa tercapai dan
terlaksana. sebagaimana mestinya dan diharapkarak tiderjadi
penyelewengan terhadap harta benda wakaf.

Peruntukan benda wakaf merupakan langkah awal umapgat
menggapai tujuan utama dari wakaf itu. Sehinggaanmdaimenetapkan
peruntukan ini harus sudah didasari rasa yang measda optimis.Nadzir
sebagai pengelola wakaf harus lebih siap dalam ksetekan tugasnya,
sehingga apa yang diinginkan wagqif dapat terlaksidadzir dalam Undang-
undang Perwakafan mempunyai kedudukan yang saegénhg, disamping
harus dapat mengelola dan mengembangkan harta bexkdd, nadzir juga
dapat menetapkan peruntukan harta benda wakaf @elaayif tidak
menentukannya dan bilamana wagqif juga sepakat depgeuntukan harta
benda wakaf yang diajukan olabdzir.

Nadzir sebagai pihak yang bertugas untuk memelihara damgunusi

wakaf mempunyai kedudukan yang penting dalam pefaak Sedemikian
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pentingnya kedudukamadzirdalam perwakafan, sehingga berfungsi tidaknya
benda wakaf tergantung dawadziritu sendiri. Untuk itu, sebagai instrument
penting dalam perwakafamadzir harus memenuhi syarat-syarat yang
memungkinkan, agar wakaf bisa diberdayakan sebagamestinya.

Salah satu dampak yang riil dari tidak digantimgalzir yaitu pasifnya
kegiatan perwakafan yang terjadi sehingga mengabadari pemanfaatan
harta wakaf yang addsebaimana fakta yang terjadi di KUA kecamatan tugu
kota semarang. Keberadaaadzir untuk menjalankan kegiatan perwakafan
sebagian besar tidak ada sama sekali, bahkan &egatwakafan di pegang
langsung oleh ta‘'mir masjid maupun mushala padahateka hanya
berinteraksi dalam kegiatan kemakmuran masjid dashmia saja namun
bukan mendayagunakan dan memanfaatkan harta weakabtit karena tidak
berkompeten dalam wakaf, hal itulah yang membedakdéara peramadzir
dan ta‘'mir dalam kegiatan perwakafan.

Sebagaimana disebutkan dalam hadits:
2 QA g 13 tabey ade ) o ) Jpy JB JB we B 5y 5 e

(Sl olgy) asldl Lo B alal

"Artinya: “Dari Abi Hurairah ra berkata: Rasulull@AW bersabda: Apabila
sesuatu perkara diserahkan kepada orang yang bhbkaga, maka
tunggulah kehancurannya®.

Dari hadits diatas dapat dimengerti bahwadzir pun juga harus

profesional dan berkompeten dalam kegiatan penaakajaitu harus

memiliki syarat sebagai berikut:

2 Wawancara dengan Bp. Mustaghfirin warga Randagagli26 Juni 2013, jam
20.00 wib.

%0 Abi Abdullah Mohammad Bin Ismail Al BukharMatan Al Bukhari Masykul, Juz
I, Semarang: Toha Putra, t.th. h. 44.
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a. Mempunyai kecakapan dalam melakukan perbuatan hufmuokallaf)
sehingga ia bisa mengelola wakaf dengan baik.

b. Memiliki kreativitas. Agar pengembangan dan penigelo harta wakaf
lebih maksimal dalam pemanfaatannya.

Dalam hal pengelolaan harta benda wakaf sebagaiaiameksudkan
oleh undang-undang wakaf, yakni agar dapat berkeghnbdan dapat
dimanfaatkan secara maksimal bagi kesejahterasial,smaka yang paling
memegang peranan sangat penting dan strategis falatizir’. Walaupun
dalam referensi figih klasik, peranaadzir tidak begitu dianggap penting,
bahkan tidak termasuk salah satu rukun wakaf, namalihat tujuan dan
kecenderungan pengembangan serta pemberdayaan yaakgafliintensifkan
saat ini®' Sudah saatnyamadzir mendapat perhatian khusus karena itu
rekruitmen bukan hanya dari waqif semata Karenarétautmennya tidak
menjadi hak wagif semata, atau hanya sekedar s@arapertimbangan MUI
kecamatan dan camat saja, tetapi lebih dari itwshada campur tangan
Badan Wakaf Indonesia. Hal ini dimaksudkan agadzir benar-benar orang
yang berkualitas dan mempunyai kualifikasi khugsasg dipersyaratkan
oleh Badan Wakaf Indonesia.

Seharusnya di KUA kecamatan Tugu kota semarang tteetianggung
jawab atasvadzir-nadziryang ada serta melakukan kontrol pengawasan agar
kinerja pemanfaatan harta wakaf lebih maksimalaiseitu pembinaan

terhadap kompetensadzirterhadap kinerj@adzir agar dapat melaksanakan

1 Ahmad Rofig,0p.cit, h. 502.
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tugasnya dengan baik, yakni mengelola, mengembangkdan
memberdayakan harta benda wakaf secara profediamalinsyaallah akan
mendapatkan keuntungan maksimal dan dapat dipetgnnsesuai dengan
tujuannya, yakni untuk kesejahteraan umat secargehguh.

Masyarakat juga harus proaktif dalam memantau kagiaadzir
jangan sampanadzir yang tidak adasudah meninggalyang secara legal
masih tercantum dalam akta ikrar wakaf namun kams tidak bekerja sama
sekali, nadzir jangan hanya digunakan ketika untuk mendapatketifilszt
wakaf saja hamun dengan peraadzir mempunyai harapan besar agar hasil
pengelolaan wakaf lebih maksimal. Selain itu peagah dari KUA
kecamatan tugu kota Semarang (PPAIW) memberikanapaman untuk
merubah paradigma masyarakat terkait ta’'mir dadzir, baik dalam segi
peran fungsi dan posisi.

Ta'mir adalah orang yang meramaikan kegiatan masgdangkan
nadzir adalah bertugas mengelola, menjaga dan mengendranigérta
wakaf. Sederhanya ta’mir adalah orang yang menikhaatinya sedangkan
nadzir adalah orang yang menjalankan perwakafan mulaiikiar sampai

dengan hasil dari pemanfaatan harta wakaf.



